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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 2005 SERI: E
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PERATURAN DAERAH KABUPAIEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHIN 2005
TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Mermmbang  :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanun den
Tertib  Administrasi Bidang Kspendudukan d
Kabupaten Banyumas, maka perlu diatur
Pengelolaarn Penvelengzarsan Pencaftaran
Penduduk,

b. bahwa uniuk maksud tersebut diatas periu
diterapkan Peraturan Daerah Kabiipaten Banyumas
tentang Penyelenggaraan Pendafiaran Penduduk

Mengin gat |. Undang-undang Nomor |3 Tahun 1250 tentang
Pembentukzan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berite Negara
tangoal 8 Agustus 1950);



Undang-undang Nomur 9/Dri Tahun 1953 tentang
Pengawzsan Orang Asing (Lembaran Negara
MNomor 4563);

- Undang-undang Nomor 9/Drt, Tahun 1955 tentang
Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara
Tahun 1955 WNomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 812);

Lndang-undang Nomor 62 Tahun 1958 (entang
Kewarganegaraan Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaian Negara Tahun
1976 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
MNomor | 647);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3474);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangean
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemeriniahan Daerah  (Lembaran Negara Tzhun
2004 Momor 125, Tambahan Lembaran Negars
Nomor 4437), sebagaimana telah dinhah dengarn
Peraturan Pemenntah pengganti Undang-undeng
Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4493),
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8. Peidturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemenntahan
dibidang Pendaftaran Penduduk kepada Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Nomoar 3742}

9 Keputisan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang
Pendaftaran Penduduk,

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyelenggaraarn
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KADUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
FENDAFTARAN PENDUDUK
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pagal 1

Dalam Peraturan Daerahini yeny dimaksud dengan
I. Daerahadalah Daerah Kabupaten Banyumas.
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Pemerintah Dacrahadalzh Pemenintah Kabupaten Banyumas
Bupati adalah Bupati Banyumas.

Badan/Dinas/Instansi adalah organisasi Perangkat Daerah di.

Kabupaten Banyumas yang bertanggung jawab menyelenggarakan
dan mengelola Pendaftaran Penduduk

Camatadalah Camatdi wilayah Kabupaten Banyumas.

Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa’ Lurah di wilayah Kabupaten
Banyumas.

Penyzlenggaraan pendaftaran Penduduk adalah keseluruhan aspek
kegiatan Pendaftaran, Pengolzshan dan Penysjian Informasi Data
Penduduk termasuk Pencrbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Sumat-surat Keterangan
kependudukan.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan bicdata penduduk,
pencatatan ates pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Rentan Adminduk)
serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, Kartu, atau surat
keterangan kependudukan.

Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk vang
terstruktur yang diperoleh dan hasil pendattaran penduduk

Biodata Penduduk adalah keterangan vang bensi elemen data tentang
jati diri, informasi data serta riwayat perkembangan dan perubahan
yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Mutasi biodata adalzh perubahan data akibat, gant nama, gand
kelamm, perkawinan, perceraian, pengakuan/ pengesahan anak
pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat / gelar
pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan iempartinggal
Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan orang Asing
yang masuk secara sah seria bertempar tinggal di Kahupaten
Banyumas sesua: dengan peraturan Perundang-undangar yang
berlaku

Warga Negara Asing / Orang Asing yang selanjutnya disebut WNA
adalah orang bukan warga negara Indonesia yang berdomisili di
Kshupaten Banyumas.
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Penduduk Sementara/ Orang Asing Tinggal Terbetas adalah orang
asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Kebupaten
Benyumas dan telah mendapatizin tinggal terbatas dari Instansi vang
berwenang
Orang Asing Tingeal Tetap adalah Orang Asing vang berada di
Kebupaten Banyumas dan telah mendapat izin tinggal tetap daii
Instansi yang berwenang.
Penduduk Musiman adalah setiap Warpa Negara Republik Indonesia
yang datang dan luar Wileyah Kabupaten Banyumas dengan maksud
untuk bekerja atau untuk mensmpuh pendidikan, bertempat tinpgal
tidak tetap dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi
penduduk Kebupaten Banyumas.
Penduduk Rentan Administizsi Kependudukan vang selamjuinya
disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk vang
mengalami hambatan dalam memparolzh dokumen penduduk vang
dischabkan olch bencana alam, kerusuhan sosial atau bartempat
tinggal di dacrah terbelakang - '
Warga Negara Indonesia vang selanjutnva dissbut WNI adalah
penduduk Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten
Banyumas, baik variz berstatus penduduk asli Bumi Putera dan arau
penduduk yang berasal dari Warga Negara Asing vang telah berubah
status kewarganegaraannya melalui proses Naturalisasi scsual
ketentuan Perundzngan yang bedaku.
Nomor Induk Kependudukan/™Nomar Pokok Penduoduk yang
selanjutnya  disingkat NIK/NOPPEN adalah nomor identitas
penduduk yang bersifat unik/kbas, wngugal dan melekar pada
sesecrang vang terdaftar sebayai pendudik K abupaten Banyomas
Keluarga adalah unit tervecil dalam masyarakal vang terdin dan
suami istri, ateu suemi istn dan anaknya, atau eyah dan anaknye, atau
ibu dan anaknya, dan vrang lain yang menjadi tanggung jawab Kepala
Keluarga.
Kepala Keluargaadalah -
a Orang vang bertempal tinggal dengan orang lain baik mempunyai
hubungan darah maupun tidak, yang bartangzung jawab dalam
keluarga itu,
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Chrang yang bertempat tinggal seorang din;
¢. Kepala Kesatrian, Kewa Asrama, Ketua Rumah Piatw/ Panti
Asuban, Rumah Kostdan lain-lain, seperti Pondok Pesantren
dimana beberapz orang beriempat tinggal bersama-sama,
Anggota Kcluarga adalah merska yang iercanium dalam Karu
Keluarga yang secara kemasyarakatan memjadi tanggung jawab
Kepala Kcluarga
Kartu Keluarga yang selanjutnya disehut KK adalah kartu identitas
keluarga yang memuzt data tentang nama, susunan dan hubungan
dalam keluarga serta karaktenistik anggota keluarga
Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dissbut KTP adalzh bukti
diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemenntah
Kahupaten Banyumas.
Kartu Keterangan Bertempat Tingzal vang selanjutnva di sebut
KEBT adalah surat’ karmmu hukti din yvang wajib dimiliki oleh
penduduk musiman.
Buku Induk Penduduk adalah yang selanjumnya disehut BIP adalah
buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang
dimiliki oleh seseorang yang dibual unluk setisp keluarga dan
diperbaharui setiap ferjadi perstiwa penting dan peristiwa
kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap
dan Orang Asing Tinggal Tetap
Buku Mutasi Penduduk vang selanjutnya discbut BMP adalah buku
yang digunakan untuk mencatat perubahan sefiap peristiwa penting
den perisiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status
enggota keluarga sesuar dengan nomor wut KK i Desa/Kelurahan
bagi Warga Nagara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal
Tetap.
Surat Keterangan Pendafiaran Penduduk Sementara yang selanjutnya
disebut SKPPS adalah surat bukti difi yang wajib dimiliki oleh
pencuduk warga Negara Asing vang belum memiliki Surat
Keterangan Kependudukan ( SKK) dari Kantor Imigres dan tidak
merupakan bukti kependudukan, melzinkan sehagai buk
pendaftaran diri.
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Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk kelusran schagai
hasil dari Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang
meliputi surat keterangan lahir, surar keterangan mati, surat
keterangan lahir mati, surat keterangan pindah, surat keterangan
pendallaran penduduk sementar, dan sural keterangan bertempar
tinggal.

Penstiwa kependudukan adalah kejadian vang dialanmi penduduk
yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap
penerbitan atau perubzhan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Menduduk
dan/ztau Surat Kererangan kependudukan lainnya meliputi pindah
datang, perubahan alamat, tinggal sementars serta perubahan atas
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

BADII
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk bethak mepdapatken pelayanun dalam  Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk,

(n

Pasal 3

Setiap penduduk vang berdomisili di Kahupaten Banyumas wajib
mendattarkan din kepada Kepala Desa/ Lurah, Camat dan Bupat
dalam batas waktu pelaporan sesual ketentuen peraturan perundang-
undangan yang berjaku

Kewajihan sehagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kewajiban
untuk melaporkan setiap mutesi data dan mutas biodata yang terjad.

Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2), tidek berlaku bag anggota Perwakilan Negara Asing dan

Organisasi [nternasional beserta keluarganya
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(1)

(2)
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RAR I
PENDAFTARAN PENDUDUK

RBagian Pertama
NIEK/NOPPEN

Pasal 4

Setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap berhak
memiliki NIK /NOPPEN.

NIK/NOPPEN dibenkan kepada seseorang sejak yang bersangkutan
didaftar sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Banyumas
NIK/NOPPEN seorang penduduk ridak dapm dipergunakan oleh
penduduk lain,

Bagian Kedua
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kcpala Desa/ Lurah
setempat dalam jangka wakn paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak tanggal kelahiran,

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dicatat
dalam buku Induk Penduduk di Desa’ Kelurahan serta diterbitkan
surat keterangan kelahiran dan perubahan data KK yang
ditandatangani Kepala Desa/Luran.

FPasal 6

Kelahiran bayi yeng mati dizias 7 (tujuh) bulan usia kandungan, wajib
dilaporkan kepada KepalaDesa/ Lurah setempat

e

(2)

(1)

Pelaporan kelahiran bayt yang mati sebagaimana dimaksud pada ayat
{1)direrhitkan surat keterangan lahir mati cleh Kepala Desa /1 urah

Bagian Ketiga
Pelaporan Kematian

Pazal 7

Sertap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa’ Lurah
setempat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal kematian.

Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dheatat
dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk Dese/ Kelurahan serte
diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan perubahan daw KX vang
ditandatangani oleh Kepala resal Lurah dan Camet melalun KT dan
RW

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindaban

Pasal &

Setiap peipindahan  penduduk, penduduk sementara darn penduduk
musiman wajib didaftarkan kepada Kepalz Desa/l urah satempat

(n

(2)

Pasal 9
Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku
Mutasi Penduduk Desa/ Kelurahan setempal serta diterbitkan Surat
K eterangan Pindah yang ditzenda tangani aleh Camar

Setiap perpindzhan penduduk diatur sebagai bernkut:

* @ Penerbiten Surat Ketermngan Pindah bagi WNI dalam  satu

Desa/Kelurahan ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah
sctempat.



b.  Penerbitan Sural Keterangan Pindih bagi WNT antar Desa /
Kelurahan dalam satu Kecamatan ditandatangani oleh
Kepala Desa/Lurah setempat

¢ Penebitan Surat Keterengan Pindah bagi WNI antar
Kecamatan dalam satu Kabupaten ditandasangani oleh
Camat.

d  Penerbitan Suret Keterangan Pindah bagi WNI antar
Kabupaten dalam satupropinsi ditandatangani oleh Camat.

e Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi WNI anar
propinsi dnlam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia ditandatangan oleh Camat.

(3) Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi Warga Negara Asing
antar Desa' Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
diandatangani oleh Bupati aau pejabat yang ditunjuk.

(#) Senap perpindahan penduduk musiman wajib melaporkan
kepada Kepaiz Desa/ Lurah setempat melalui RT dan RW

(5) Sctiap perpindahan penduduk sebagaimana dimzksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) secara hierarkhis dilaporkan kepada
Instans di atasnya

Pasal 10
Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam lingkungan satu

Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan
ndak diterbitkan Surat Keterangan Pindah

-

()

(2)

(3)

(4)
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Bagian Kelima
Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

Kedatangan Penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan, wajil
didattarkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat dalam jangka waktu
paling lama 14 (empal belas) hari kerju sejak tanggal kedatangan,
dengan suret Keterangan Pindah dari dacrah esal dan dapat
dinyatakan sebagai penduduk baru, selanjutnyz berhak memiliki KTP
Jan KK

Kedatangan penduduk Orang Asing Tinggal Tetap atau penduduk
sementare/Orang Asing Tinggal Terbetas yang diakibatkan
perpindahan antar daerah dalam wilayeh Negara Republik Indonasin,
wajih didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 14
{empat belas) han kerja sejak tanggal kedatangan,

Kedatangan WNA/Qrang Asing dari negara lain yang akzn nngual
terbatas atau tingzal tetap, wajib didaftarkan kepada Bupati dalam
Jangka waktu paling lama 14 (empat belas] han kerja sejak fanggal
ke datanyan

Pendaftaran yang melebihi jargka waktu sebagaimana dimaksud

pada avat (1), ayat (2) dan ava: (3) dapar dilaksznakan setelah

mendapat persetujuan Bupati bagi WNI dan Gubernur bagi WNA.
Pasal 12

Pendaftaran kedatangan penduduk WNI diterbitkan Kartu Keluarga
dandicatat dalam buku Induk Penduduk Desa/ Kelurahan



i2)

(%)

(s

(1)

(2)

(3)

Pendafiaran  kedatangan penduduk Orang Asing Tingzal Tetap
diterbitkian Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk yang digunakan
sehagal dasar penerhitan KK dan dicatat dalam BIP Desa/ Kelurahan,

Pendaftaran kedatangan penduduk sementara/Orang Asing Tinggal
Terbatas diterbitkan SKPPS sena dicatat dalam RIP szementara Desa/
Eelurahan.

Pendaltaran  kedatangan pernduduk musiman diterhitkan Surat
Keterangan Pendaftaran Penduduk Musiman dan dicatat dalam Buku
Register Penduduk Musiman Desa/Kelurahan.

Pendaftaran kedatangan penduduk musiman diterbitcan KKBT serta
dicatat dalam Buku Induk Penduduk Musiman Desa/ Kelurahan,

Pagal 13

Pemenintah Daerah melakukan Pendaftaran kedasngan Warga
Negara Indonesiadari luar negeri.

Pendaftaran  kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Dinas/Instansi dengan
menerbitkan Surat Keterangan Datang dan LuarNegen.

Surat Kewerangan Kedatangan dari Luar Negeri sebagaimana
dimaksud padaayat (2) digunakan sebaga) dasar:

a  PenerbitanKK;

b. PererhitanKTP

Pasal 14

Pendaftaran kedatangan Waiga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dilakukan cleh Baden/Minas/Instansi berdasarkan laporan
penduduk, paling lama 14 (empat belas) han kerja terhitung sejak tanggal
kedatangan di daerah
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(1)

(2)

(1)

(2)

(n

Bagian Keenam
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan
Adminduk

Penduduk Rentan Adminduk sebagai dimaksud pada ayat (1) tedin
atas !

a Pengungsi;

b, Penduduk korbanbencana,

¢ Komunitasadat terpencil.

Pasal 16
Pendaraan pengungsi dan penduduk korhben hencana sehagaimana

dimaksud dalzam Pasal 15 ayat (2} huruf a dan b, dilakukan pada saat
terjadinyabencana alam maupun bencanaakibat kerusuhan sosial.

Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan
membentuk Tim Pendataan,

Bagian Ketujuh
Pelaporan AKibat Perubahan Status Kewarganegarian

Pasal 17

Perubahan stalus kewzrganegaraan yang lelah mendapal penetapan

" dari Instansi berwenang dilaporkan kepada Bupati.

13



(2)

(3)

(1

(2)

(3)

Badan/Dinas/Instansi mencatat/meregister perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan Bupati menerbitkan sural keterangan
perubzhan status kewarganegarsan

Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan
sebagaimara yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan
KKdanKTP

Ragian Kedelapan
Perubahan Status Kependudukan

FPasal 18

Perubahan status kependudukan dan penduduk sementara khusus
untuk WNA menjadi penduduk dapat diberikan setelah vang
bersangkutan memperoleh surar keterangan kependudukan dari

Kantor Imigrasi.
Perubahean status kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) wajib didaftarkan kepaca Bupati untuk memperoleh surat
keterangan pendaftaran penduduk.

Pendaltaran  perubshan  sebagaimana  dimaksad pada avat (1)
digunzkan sebaga: dasar penerbitan KK dan KTPWNA.

Bagian Kesembilan
Mutasi Bindata

FPasal 19

Setiap terjadi mutasi biodata Penduduk wajib didzftarkan Kepada Kepala
Desa/ Lurah.

- -

"Pasal 20

Pendaftaran mutast biodata penducuk Sthﬂ:ﬂ.ﬂimmlﬂ. dimaksud dulam Paszal
19 dicatat dalam EIP dan BMP Desa/ Kelurahan untuk diterbitkan KK dan

KTP vang telah disesuaikan dengan perubahan biodata.

(n

(2)

(1)

(2)

Baginn Kesepuluh
KK

Pasal 21

Setiap Kepala Keluarga baik WNI maupun Orang Asing Tinggal
Tetapwajih memiliki KK

Setiap Keluarga yang bertempat tinggal tetap dzlam wilayah

Kabupaten Banyumas dan telah memenuhi persyaratan dapat
diberikan KK.

Untuk mencapatkan KK, kepala keluarza wajib mendaftarkan din
dan anggota keluarganya kepads Kepala Desa/ Lurah melalui
RT/RW.

Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota
keluarga

Pasal 22

Sejak suatu keluarza bertempat tinggal tetap di Wilayah Kabupaten
Banyumaswajib mengajukan permohonan untuk memperoleh KK

Setigp permohonan univk mempeoleh KK haus disertal dengan

- menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dan telah

memenuhi persyaratan yang berfaku.

15



(3)

(4)

(3)

(8)

(1)

()

(3)

KK ditandatangani oleh Bupari atau pejabar yang dinanjuk

KK berlaku selamanya, sepanjang tidak terjadi mutasi kepala
keluarza dan atau anggota keluarga dalam Kanu Keluargs.

Setiap penduduk WNT atan Orang Asing tinggal tetzp hanys rerdaftar
dalam saiu KK.

Bentuk, ukuran, warna, isi dan 1ata cara mendapatkan KK diatur lehih
lanjut oleh dengan Peraturan Bupati.

Ragian Kesebelas
KTF

Pasal 23

Setiap penduduk WNI dan Orang Asing linggal letap yang telah
berusia 17 (mjuh helas) tahun arau telah/ pernah kawin wajib
memiliki KTP.

Penduduk sebagaimana dimaksud pada avat (1) hanya memiliki |
(satu) KTP

Selambar-lambamya dalam wakw 14 (empat belas) han sejak
seseorang menjadi penduduk tctap dalam Wilayah Kabupaten
Banyumas dan telash memenuhi syarat, wajib mengajukan
permohonan untuk mendaparkan KTP

Bertuk ukuranwarna, dan ist KTP diatur lebith lanjut dengan
Peramuran Bupati

14

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(1)

(2

Fasal 24
KTPditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

KTP WNI berlaku selamz masa 5 (lima) tahun, kecuali bila tarjadi
perubahan data.

Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan
dengan masa berlakumya [zin Tinggal Terap.

KTP wajib dibawe olch vang bersanghutan sctiep meninggalkan
rumah! tempat tinggzl

KTP wajib diganti/ dicabut/ diperbaharui apabila :

3 telahberakhirmasabedakunys;

b rmasak;

¢ tefjadi perubahan dara/identitas’ alamat pemilik;

d hilang dengan melampirkan surat laporan kehilangan dar
Kepolisian.

e Pendaftaran perpindahan.

Pasal 25

Bagi Penduduk WNI yang berusia 50 (enam puluh) tahun keatas
diberikan KTP yang berlaku seumur hidup

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayet (1) hanya bedaku bagi
yang bertempat tinggal tetap, tidak ada perubahan biodata dan tudak

* terlihar |angsung maupun fidak langsung dengan organi sasi terlarang
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(1)

(2]

(3)

(4)

(3)

(5)

(7)

(1)

Bagian Keduabelas
SKPPS

Pasal 26

Penduduk WNA vang belum memiliki Surat Keterangan
Kependudukar (SKK)dan Kanter Imigrasi, Wajib memiliki SKPPS

Setiap penduduk sebagaimana tersebut pada ayar (1) hanya dapat
memilik: satu SKPPS,

SKPPS ditandatangani olch Kepala Badan/Dinas/Instansi atzs nama
Bupati

SKPPS berlaku sesuai dengan Kartu ljin Masuk (KIM) dari Kantor
Imigrasi, maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan

Bagi Penduduk WNA sebagaimana tersebut puda ayat (1) wajib
memperpanjang SKPPS apabila telah habismasa berlakunya

SKPPS vang hilang dapat diganti veng baru setelah ada surar
keterangan lapuran kehilangan dan Kepolisian.

SKPPS yangrusak wajibdiganti yang baru dan untuk penggantiannya
yang hersangkutan wajib menyerahkan SKPPS yang rusak.

Bagian Ketigabelas
KEKEBT

Pasal 27
Penduduk musiman yang telah berusia 17 (tujuh belas ) tahun atau
telah/ pernah kawin wajib memiliki KKBT

I3

(1) Penduduk musiman sebagaimana dimaksud padaayat (| ) hanya dapat
menuliki satu KKBT,

(3) Bentuk, ukuran, isi, warna diatur lebih lanjut oleh Dupati.

(4) KEBT yang dikcluarkan oleh Badan/Dinas/|nstansi ditanda angani
oleh Kepala Desa/Lurah.

(5)  KEBTberaku unuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak dikeluarkan,

(€) Dalum jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum
KKHBT habismasa herlakunya, yang bersangkutan wajib mengajukan
permahonan untuk memperoleh KKBT baru,

BAB IV
PENDAFTARAN PERI/BAHAN ALAMAT

Pasal 28
Palam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembanguran yang
menyebabkan perubzhan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakuxan
penerbitan perubahan alamat dalém KK dan KTP dengan memberikan
kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

BABY
JANGKA WAKTU PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 29
{17 Pembenan pelayanen pendaftaran penduduk cleh Pemenntah Dacrah

kepada masyarakatdiherikan dalam jangka wakt paling lama 3 (nga)
han kerja, kecuali untuk KTPmasal
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(2) Pemherian pelayanan sebagaimans dimaksud pada ayat (1), dapat
diberikan sepanjang persyaratan dinyatakan lengkap dan benar sera
tidak ada keadaan vang memaksa.

BAB Y1
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Data Kependudukan

Pasal 30

(1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah yany
harus dipelinara dan dilindunei.

(2) Data kependudukan sebagaimana di maksud pada ayat (1} merupakan

kumpulan elemen data terstruktur yang dipercleh dari hasil
pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 31
Pengelolaan  data  kependuduken untuk kegiatan  penyelenggaran
pendaftaran penduduk dilgksanakan oleh petugas dari Badan / Dinas /
Instansi

Pasal 32

Nata kependudukan yang diperoleh dari  hasil  penyelenggaraan
pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di Badan/Dinas/Intansi
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Bagian Ketiga
Pelaparan

Pasal 33

Kepala Desa / Lurah wajib melaporkan dawa hasil pendaflaran
penduduk di wilayahnya kepada Camet setiap bulan dan seriap 1ri
wulan

Camat wajih melaporkan data hasil pendaflaran p;cnduduk di
wilayzhnya kepada Bupat setiap bulan dan setiaptriwulan

BAB VII
PROSEDI/R DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARANPENDIIDUK

Pasal 34

Prosedur dan tata cara penyelenggaran pendafiaran penduduk diatur
lebih lanjutdenzan Peraturan Bupati.

Atas jasa pelayanan penvelenggaran pendaftaran penduduk oleh
Pemerintah Daerah dipungut retribusi sesuai dengan peramran
perundang-undangan yang berlaku,

BAB Y1l
KETENTUAN FIDANA

Pasal 35

Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan
sebngaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal © ayat (4), Pasal 11 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (1), Pasal 18 (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat
(1), Pasal 23 avat (1), ayat (2), danavat (3), Pusal 24 ayat (4), Pasal 26

- gyat (1), ayat (2), danayat (5), dan Pasal 27 ayat (1), ayart () den ayat

(6), diencam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda paling banyak Rp. $.000 000,00 (limajuta rupiah).
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pads ayat (1) .adalah
pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Pejabat Pegawai Negeni Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan panyidikan tindak pidana di bidang kependudukan.

(2) Wewenangpenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(l) adalah:

a. Menerima, mencan, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lenghkap dan jelas

L. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
kependudukan.

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang prbadi
atau badan schubungan dengan tindak picana di bidang
kependudukan

d. Memenksa bukis-buku, cotatan-catatan dan dokumen lain
herkenaan dengan tindak pidana di bidang kependudukan

¢  Melakukan penggzeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan dan  dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan buktirersshur

{  Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang kependudikan

¥ £ 2

g Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebapaimana dimaksud hurufe tersebut diatas

h. Memotrel sesecorang yang berkaitan dengan bindak pidana
di bidang kependuduken.

i. Memanggil sescorang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai rersangka atau saksi

J-  Menghentikan penyidikan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang kependudukan menuru
hukum yang dapar dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebogaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik wajib
memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penunmt Umum sesuai dengan Peratuaran
Perundang -undsngan vang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Surat  Keterangan Pendaftaran Penduduk Semerntara, Kartu Keluarga dan
Kartu Tanda Penduduk vyang telah ada dinyatakan tetap beraku
sempar dengan bérakhimya masa berlakunya Surat Keterangan
Pendaftaran Penduduk Scmentara, Kartu Keluargs dan Kartu Tanda
Penduduk yang bersanghutan, unlux Xemudian menyesuaikan dengan
Peraturan Daarah ini

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-kal yang belum diawr dalam Peraturan Daerahini sepanjang mengenai
tekmis pelaksanaannya diaturlebih lanjut oleh Bupati.
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Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlalu padatanggal diundangkan
Agar setiap orang dapar mengetahus memearintakkan pengundangan

Peraturan Daerah im dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumnas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Agustus 2005

BIUPATIBANYTIMAS,
ttd.
ARIS SETIONDO

Diundangkan di Purwakerto
Padatanggal 8 Oktober 2005

SEERETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
id.

SINGUIH WIRANTO, SH
NIP. 500086 384

LEMBARAN DAERAHK ABUPATEN BANYTIMASNOMOR 7SERI E
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUFATEN BANYUMAS
NOMOR % TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK

PENJELASAN UMUM

Bahwa administras: kependudukan mempunyai nilar vang
sangal srategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pclayanan kepada measyarakat, schingga perlu adanya
pengelolaan pendaftaraan penduduk secara tertib dan akurat yvang
meliputi, pencatatan hiodara penduduk pencatatan atas peristiwa
kependudukan, dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan
dckumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang
dikeluarikan oleh Unitkerja/instansi pengelola

Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum dalam rangka
penyelenggaraan pendafizran penduduk di Kabuparen Banyumas
yang merupakan tindak lanmjut ditetapkannya Peraturan Menteri
delam Negenn MNomer 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Peryelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Daerah.

PENJELASAN PASALDEMI PASAL

Pasal | - Pasal ini memuat pengertian
' istilah yang dipergunakan dalam
Peramuran Daerahini
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Pasal | angka | s/dangka 22

Pasal T angka23

Pasal 1 angka24</d30
Pasal 2s/d Pasal 28
Pasal 29ayai(1)

Pasal 29ayat (2)

2h

Dengan acanya istlah tersebut
dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya salah tafsir dan
salah pengertian dalam
memahami dan melaksanakan
pasal-pasal yang bersangkutan,
sehingga aparatur dan
masyarakat dalam melaksanakan
hak dan kewajibannya dapat
berjalan dengan lancar.

Cukup jelas.

Yang dimaksud karakteristik
adalah data-data seseorang yang
antara lain meliputi, NIK, Jenis
Kelamin, Tanggal lahir dan

agama.
Cukup Jelas.
Cukup jelas.
Cukup Jelas,

Yang dimaksud dengan keadaan
memaksa adalah keadaan yang
terjadi di luar kehendak atau
kemampuzn manusia, yang
menyebabkan pemberian
pelayanan pendaftaran penduduk
tidak dapat dilaksanakar, yang
disehablkan nleh -

Pasal 30 3/d Pasal 39

27

o bencanaalam, seperti-
- kebakaran;
- gunung meletus,
= banjir,
» PEIREE

b. kerusakan komputer,
gangguan / kerusakan
janngen telepon, gangguan /
kerusakan jaringan sk

¢. keadasn-keadaan lain yang
secara obyektif dapat
dikatakan sebagai keadaan
yang memaksa.

Cukupjelas.



